
BAWAS LU 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KARUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322 
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KEPUTUSAN KETUA 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NOMOR : OO1IHK..06/K.KH-0810212022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARJNGAN DOKUMENTASI 
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN IJMUM 

KABUPATEN KOTAWAR1NG1N TIMUR 

Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi 
hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum 
internal maupun eksternal Bawas1u Kabupaten Kotawaringin Timur; 

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilihan Umum 
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 
Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas 
Pemilihan Umum KelurahanlDesa, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat pemilihan Umum tugas 
pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi ada1ah 
pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; 

c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan 
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan 
Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan 
pengumpulan, pengolahan. penyimpanan, pelestanan, dan 
pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di 
lingkungannya; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, 
b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pengelola Jaringan 
Dokumentasi dan Informasi Hukum. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
2. Undang-Undang Republik Indonesiallomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan 
Wa1ikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang-Undang; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan 
Umum Kecamatan 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Tata Keija dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 
Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 
Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, 
dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Diubah 
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Keija dan Pola 
Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
KabupatenfKota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia 
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat 
Pemungutan Suara: 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 10 Tahun 
2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas 
Pemilihan Umum. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOTAWARINGLN TIMUR TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 
DAN LNFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KOTAWAR1NGIN TIMUR 

PERTAMA : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan 
Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan 
ini; 

KEDUA : Stuktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bertugas 
melakukan: 
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan 

pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; 
2. Pengolahan meliputi digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi 

Hukum, 



KETIGA 

KEEMPAT 

3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum 
ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi 
Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik; 

4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap 
Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JI)IH 
Bawaslu; dan 

5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan 
Informasi Hukum 

Struktur Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Sampit 
Tanggai : 21 Februari 2022 

LJA, 

MUHAMA  OHARI,  ST 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 
NOMOR : OO1/HK.061K.KH-08102/2022 
TANGCIAL : 21 Februari 2022 

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN JNFORMASI 
HUKUM BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1.  Muhamad Tohari, ST Ketua Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur 

Pembina 

2.  Salim Basyaib, ST 
Anggota Bawaslu 

Iabupaten Kowaringin Timur 
Pembina 

3.  Eka Sazli, SE Anggota Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur 

Pembina 

4.  MUhaInad Natsir, SE Anggota Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur Pembina 

5.  Ependi, S.Kom Anggota Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur Pembina 

6.  Supnady, S.Hut., MMA Kepala Sekretariat Bawaslu 
Kabupaten Kotawaringin Timur 

Penanggung 
Jawab dan 

Ketua 

7.  Rendy Norma Susanti, S.H. 
Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu 

Kabupaten Kotawaringin Timur 
Anggota 

8.  Asrop Afandi, S.H. 
Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu 

Kabupaten Kotawaringin Timur 
Anggota 

Ditetapkan di : S. pit 
Pada tanggal-2 Februari 2022 

, 
MUHAM TOHARI 
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